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Pulau

Pulau

Pulau

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan
Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun

Anggaran 2025.




Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum
APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun
Anggaran 2025, terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan
daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam
Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota
Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran
2025.

Tanjungpinang, 26 November 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
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PIHAK PERTAMA KEDUA
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PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, setiap tahun pemerintah daerah
menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan yaitu Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD
memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan
Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah
dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 juga
memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional
maupun daerah termasuk peraturan terkait pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs). Tahapan selanjutnya
setelah perencanaan adalah tahap penganggaran melalui penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
Penyusunan APBD didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Anggaran Sementara
(PPAS). Tahapan penyusunan APBD terlihat pada gambar berikut ini.
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Kepala Daerah

menyampaikan
Rancangan KUA
ke DPRD
- Diserahkan
' RK‘“SKPD ke PPKD

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025

Sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah RKPD ditetapkan
oleh Kepala Daerah, KUA dan PPAS yang disusun berdasarkan RKPD akan
diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA dan PPAS yang telah
disepakati oleh Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman
Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran
Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan
Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD tahun berikutnya.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa
Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan
Rencana Kerja Pemerintah Dacrah Tahun 2025. Penyusunan dokumen
PPAS APBD merupakan tahapan penting karena secara substansi PPAS
program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat




daerah. PPAS menjadi acuan dalam evaluasi terhadap Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD.

Rancangan PPAS disusun dengan tahapan: (1) menentukan skala
prioritas pembangunan daerah; (2) menentukan prioritas program dan
kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan
prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja
Pemerintah setiap tahun; dan (3) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan
plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.
Substansi dokumen PPAS meliputi urutan prioritas program dan kegiatan
serta sasaran dan target kinerja masing-masing program dan kegiatan
yang didasarkan pada KUA, dan plafon anggaran sementara menurut
urusan pemerintahan, perangkat daerah serta berdasarkan klasifikasi
belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Setelah dokumen PPAS tahun anggaran 2025 tersusun, selanjutnya
Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah
kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati. Setelah disepakati oleh
Kepala Daerah dan DPRD, selanjutnya PPAS APBD Tahun Anggaran 2025
dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam rangka
penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah untuk memberikan
pedoman kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dianggarkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS
Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi

Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4237);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5856);




10.

iy

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4614);

.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202i
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6633);
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19,

16.

17,

18.

19,

20.

21.

22

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6794);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di
Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan
Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447), sebagaimana beberapa kali telah dimutakhirkan,
terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-

gund!
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23.

24,

25.

26.

24,

28,

29.

30.

31.

1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13
Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017
Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Provinsi

o,
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32.

33.

34.

35.

36.

37

Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024 Nomor 63);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 858);

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023
Nomor 909).

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2018 tentang
Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi
Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018
Nomor 564);

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 832);

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor ... Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun

2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor ....).

e
oo
L W—



BAB II

RENCANA PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan

daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025,

maka target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum

pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

KODE REKENING JENIS PENERIMAAN T b ak
1 2 3

4 PENDAPATAN 3.918.402.282.362,71
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.760.011.907.865,71
4.1.01 A PENDAPATAN PAJAK DAERAH 1.583.783.730.315,71
4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 410.654.885.593,86
4.1.01.02 Ega)x Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor (BBN- 399.572.412.018,00
4.1.01.03 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) 478.452.376.123,85
4.1.01.04 Pajak Air Permukaan (PAP) 33.933.643.819,00
4.1.01.05 Pajak Rokok 180.651.107.585,00
4.1.01.17 Pajak Alat Berat (PAB) 4.334.952.300,00

Pajak Opsen MBLB 76.184.352.876,00
4.1.02 B HASIL RETRIBUSI DAERAH 132.122.692.000,00
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 122.810.000.000,00

4.1.02.01.01.0005

Retribusi Pelayanan Kesehatan

122.810.000.000,00

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
Umum Daerah RAT

99.310.000.000,00

- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
Umum Daerah EHD

23.500.000.000,00

4.1.02.02

Retribusi Jasa Usaha

7.930.067.800,00

4.1.02.02.01

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1.795.080.000,00

4.1.02.02.01.0005

Retribusi Pemakaian
Ruangan

1.495.080.000,00

Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah - Asrama
Haji (BKAD)

1.229.800.000,00

Retribusi Pemakaian Ruang
dan ATM - Bapenda

200.000.000,00




KODE REKENING

JENIS PENERIMAAN

PROYEKSI
PENDAPATAN

2

3

Retribusi Pemakaian Ruang
dan ATM dan Ruang
Komersil ( RSUD RAT)

65.280.000,00

4.1.02.02.01.0007

Retribusi Pemakaian Alat

300.000.000,00

Retribusi Pemakaian Alat
(Labor DLHK)

300.000.000,00

4.1.02.02.06

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/Vila

120.000.000,00

4.1.02.02.06.0001

Retribusi Pelayanan Tempat
Penginapan/
Pesanggahan/Vila (EDOTEL
SMK)

120.000.000,00

4.1.02.02.08

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

4.883.637.800,00

4.1.02.02.08.0001

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

4.883.637.800,00

Retribusi Pelayanan
Kepelabuhan BP3 Antang -
DKP

900.000.000,00

Retribusi Pelayanan
Kepelabuhan - Dishub

3.983.637.800,00

4.1.02.02.11

Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

1.131.350.000,00

4.1.02.02.11.0003

Retribusi Penjualan
Produksi hasil Usaha
Daerah berupaBibit atau
Benih Ikan

250.000.000,00

Retribusi Penjualan
Produksi hasil Usaha
Daerah berupa Bibit atau
Benih Ikan (DKP)

250.000.000,00

4.1.02.02.19.0001

Retribusi Penjualan hasil Produksi Usaha
Pemerintah Daerah

881.350.000,00

Retribusi Penjualan hasil
- Produksi Usaha Pemerintah
Daerah (DKPPKH)

131.350.000,00

Retribusi Penjualan hasil
- Produksi Usaha Pemerintah
Daerah (LABOR PU)

750.000.000,00

Retribusi Perizinan Tertentu

4.1.02.03 1.382.624.200,00
Pemberian Pengesahan Perpanjangan Penggunaan
4.1.02.03.06 Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 1.200.000.000,00
Pemberian Pengesahan
Perpanjangan Penggunaan 1.200.000.000,00
Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
4.1.02.03.09 Kerrthast Fertamuangan Rakyi 182.624.200,00

4.1.02.03.09.0001

Retribusi Pengelolaan
Pertambangan Rakyat
(ESDM)

182.624.200,00

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH

4.1.03 YANG DIPISAHKAN 2.650.000.000,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah
4.1.03.02 Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada 2.650.000.000,00

BUMD

4.1.03.02.01.0001

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada
BUMD (Lembaga Keuangan) PT. Bank Riau Kepri

2.500.000.000,00




PROYEKSI
KODE
ODE REKENING JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN
1 2 3

4.1.03.02.02.0001

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada

BUMD (Aneka Usaha)

150.000.000,00

PT PELABUHAN KEPRI
(PERSERODA)

150.000.000,00

LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG

4.1.04 D SAH 41.455.485.550,00
4.1.04.05 Penerimaan Jasa Giro 6.600.000.000,00
4.1.04.05.01 Jasa Giro Kas Daerah 6.600.000.000,00
4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro Kas Daerah 6.600.000.000,00
4.1.04.07 Pendapatan Bunga 78.277.060,00
Pendapatan Bunga atas
4.1.04.07.01 Penempatan Uang 78.277.060,00
Pemerintah Daerah
Pendapatan Bunga atas
Penempatan Uang
4.1.04.07.01.0001 Pemerintah Daerah atas 78.277.060,00
TDF
4.1.04.12 Penerimaan Denda Pajak 28.382.208.490,00
4.1.04.12.01 Pendenpatan Denda Pajal 12.000.000.000,00
Kendaraan Bermotor
Pendapatan Denda Pajak
4.1.04.12.03 Bahan Bakar Kendaraan 598.752.000,00
Bermotor
4.1.04.12.04 Pendapatan Denda Rajak 15.783.456.490,00
Air Permukaan
4.1.04.16 Pendapatan Jasa Layanan (BLUD) 6.395.000.000,00
4.1.04.16.02 Fendapaian BLUD dasd 4.880.000.000,00
Jasa Layanan
Pendapatan BLUD dari
4.1.04.16.02.0001 Jasa Layanan SMK - 4.880.000.000,00
Diknas
Pendapatan BLUD dari
4.1.04.16.04 Hasil Kerja Sama dengan 1.320.000.000,00
Pihak Lain
BLUD dari Hasil Kerja
4.1.04.16.04.0001 Sama dengan Pihak Lain 700.000.000,00
SMK - Diknas
BLUD dari Hasil Kerja
4.1.04.16.04.0001 Sama dengan Pihak Lain 620.000.000,00
RS RAT
Pendapatan BLUD dari
4.1.04.16.06 Lain-Lain Pendapatan 195.000.000,00
BLUD yang Sah
Pendapatan BLUD dari
4.1.04.16.06.0001 Jasa Giro RS RAT 70.000.000,00
Pendapatan BLUD dari
4.1.04.16.06.0001 Jasa Giro Dinas Pendidikan 100.000.000,00
Pendapatan BLUD dari
4.1.04.16.06.0002 Pendapatan Bunga Dinas 25.000.000,00
Pendidikan
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.157.066.271.997,00
4.2.01.01 A. DANA PERIMBANGAN 2.133.830.114.997,00
4.2.01.01.01 1. DAICA TRANCFER 1.577.857.307.997,00

UMUM
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PROYEKSI

KODE REKENING JENIS PENERIMAAN SERTAD LT i
1 2 3
4.2.01.01.01 R RAS LD 365.389.969.997,00
(DBH)
Bagi Hasil Pajak 297.392.144.999,00

4.2.01.01.01.0001

Bagi Hasil dari Pajak Bumi
dan Bangunan

53.765.485.000,00

Bagi Hasil dari Pajak
Penghasilan Orang Pribadi

243.240.936.999,00

4.2.01.01.01.0002

- PPH Pasal 21

227.001.579.214,00

4.2.01.01.01.0003

- PPH Pasal 25 / 29

16.239.357.785,00

4.2.01.01.01.0004

Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau

385.723.000,00

Bagi Hasil Sumber

66.841.390.998,00

Daya Alam
Bagi Hasil dari 55.322.964.999,00
Pertambangan Minyak
Bumi dan Gas Bumi
4.2.01.01.01.0005 - Minyak Bumi 10.836.294.565,00
4.2.01.01.01.0006 - Gas Alam 44.486.670.434,00
Bagi Hasil dari
Purtambsncus Tasnm 6.642.104.999,00
- Iuran Tetap (Landrent -
4.2.01.01.01.0008 1.467.967.420,00
Deadrent)
- Iuran Eksplorasi dan
4.2.01.01.01.0009 Juran Eksploitasi (Royalti) 5.174.137.579,00
Bagi Hasil dari Provisi
Sumber Daya Hutan 4.876.321.000,00
4.2.01.01.01.00010 = REMREDAN PR (Frevisi 279.412.000,00
Sumber Daya Hutan)
4.2.01.01.01.00011 - Bchuiauan DR {Dana 4.595.040.000,00
Reboisasi)
- [jin Usaha Pemanfaatan
4.2.01.01.01.00012 Hutan (ITUPH) 1.869.000,00
Bagi Hasil 1.156.434.000,00
Perkebunan Sawit
Bagi Hasil

Perkebunan Sawit

1.156.434.000,00

4.2.01.01.02

-  DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1.212.467.338.000,00

4.2.01.01.02.0001

Dana Alokasi Umum

1.212.467.338.000,00

2. DANA TRANSFER KHUSUS

555.972.807.000,00

4.2.01.01.03 DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 188.291.265.000,00
DAK Reguler 52.467.469.000,00

Pendidikan 52.467.469.000,00

4.2.01.01.03.0004 -SMA 49.621.937.000,00
4.2.01.01.03.0005 -SDLB/SMPLB/SMLB/SLB 2.845.532.000,00

DAK Fisik Penugasan

108.140.219.000,00

4.2.01.01.03.0010

DAK Fisik-Bidang
Pendidikan-Penugasan-
SMK

39.043.116.000,00

4.2.01.01.03.0031

DAK Fisik-Bidang
Pertanian-Penugasan-
Pembangunan/Renovasi
Sarana dan Prasarana Fisik

3.139.438.000,00
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PROYEKSI

KODE REKENING JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN
1 2 >
Dasar Pembangunan
Pertanian

4.2.01.01.03.0032

DAK Fisik-Bidang Kelautan
dan Perikanan-Penugasan

12.535.276.000,00

4.2.01.01.03.0035

DAK Fisik-Bidang Jalan-
Penugasan-Jalan

27.526.976.000,00

4.2.01.01.03.0049

DAK Fisik-Bidang
Transportasi Laut-
Penugasan

22.895.413.000,00

4.2.01.01.03.0060

DAK Fisik-Bidang
Kesehatan dan KB-Reguler-
Penguatan Sistem
Kesehatan

3.000.000.000,00

DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK

367.681.542.000,00

Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)

195.569.900.000,00

4.2.01.01.04.0001

Dana BOS Reguler

190.787.400.000,00

4.2.01.01.04.0003

Dana BOS Kinerja

4.782.500.000,00

4.2.01.01.04.0004

DAK Non Fisik-TPG PNSD

99.232.161.000,00

4.2.01.01.04.0005

DAK Non Fisik-Tamsil
Guru PNSD

1.684.057.000,00

4.2.01.01.04.0006

DAK Non Fisik-TKG PNSD

1.189.779.000,00

4.2.01.01.04.0016

DAK Non Fisik-PK2UKM

3.556.580.000,00

4.2.01.01.04.0020

Dana Fasilitasi
Penanaman Modal

1.634.207.000,00

4.2.01.01.04.0021

DAK Non Fisik-BOKB-KB

4.023.686.000,00

4.2.01.01.04.0022

DAK NonFisik-Dana
Pelayanan Perlindungan
Perempuan dan Anak

406.000.000,00

4.2.01.06 DANA INSENTIF FISKAL 23.236.157.000,00
4.2.01.06.01 DANA INSENTIF FISKAL 23.236.157.000,00
4.2.01.06.01 Dana Insentif Fiskal 23.236.157.000,00
4.3 LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.324.102.500,00
4.3.01 PENDAPATAN HIBAH 1.324.102.500,00
4.3.01.04 g‘i;gifg;“;ﬁg;hlgjgféf/agfr/ ﬁg’fga/ 1.324.102.500,00
4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Hadan/Lembaga/ 1.324.102.500,00

Organisasi Dalam Negeri

4.3.01.04.01.0001

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/
Organisasi Dalam Negeri (Jasa Raharja)

1.324.102.500,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

13 -




BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas

Pembangunan Nasional

Tema pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun
2025 yaitu: “Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Secara
Berkelanjutan Dalam Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan”.
Berdasarkan tema diatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 yaitu:
1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah

3. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya

Sinergitas program pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional tercantum

pada tabel 3.1 berikut ini.

Pr—
—t
N

| S—



Tabel 3.1

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Nasional

Program RKPD yang Mendukung Pencapaian
Prioritas Nasional

Pagu Indikatif

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila
Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan
Karakter Kebangsaan

4.780.000.000,00

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan
Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik
Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

6.223.464.000,00

2. Memantapkan Sistem Pertahanan
Keamanan Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa melalui
Swasembada Pangan Energi Air Ekonomi
Syariah Ekonomi Digital Ekonomi Hijau
dan Ekonomi

Program Peningkatan Diversifikasi Dan
Ketahanan Pangan Masyarakat

3.477.836.452,00

Program Penanganan Kerawanan Pangan

1.387.347.490,00

Program Pengawasan Keamanan Pangan

1.370.635.092,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

22.439.953.031,00

3. Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas
Mendorong Kewirausahaan
Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di
Sentra Produksi Melalui Peran Aktif
Koperasi

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

17.596.088.156,00

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum

31.802.413.353,00

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
Air Limbah

1.050.000.000,00

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
Drainase

900.000.000,00

Program Penataan Bangunan Gedung

29.393.328.506,00

Program Penataan Bangunan Dan
Lingkungannya

18.900.000.000,00
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Prioritas
Nasional

Program RKPD yang Mendukung Pencapaian
Prioritas Nasional

Pagu Indikatif

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

32.303.561.497,00

Program Pengembangan Perumahan

23.000.000.000,00

Program Kawasan Permukiman

96.715.180.400,00

Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan
Utilitas Umum (PSU)

172.863.151.880,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

18.360.380.000,00

Program Penyelenggaraan Jalan

216.227.770.635,00

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

2.400.000.000,00

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

2.800.000.000,00

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

180.000.000,00

Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

371.239.811,00

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

214.159.874,00

Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

1.849.569.683,00

Program Pemberdayaan Dan Perlindungan
Koperasi

6.059.805.930,00

Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha
Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)

8.448.249.593,00

Program Pengembangan UMKM

7.055.461.252,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

14.213.084.754,00

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1.049.207.206,00

Program Promosi Penanaman Modal

2.226.396.719,00

Program Pelayanan Penanaman Modal

2.500.812.523,00

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal

1.056.199.055,00
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Prioritas
Nasional

Program RKPD yang Mendukung Pencapaian
Prioritas Nasional

Pagu Indikatif

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi
Penanaman Modal

205.487.773,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

13.683.194.291,00

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
Pariwisata

8.593.449.883,00

Program Pemasaran Pariwisata

11.163.914.810,00

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui
Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual

4.800.541.682,00

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
Dan Ekonomi Kreatif

2.525.541.682,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

14.547.118.452,00

Program Perencanaan Tenaga Kerja

200.000.000,00

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas
Tenaga Kerja

21.018.611.779,00

Program Penempatan Tenaga Kerja

1.314.735.263,00

Program Hubungan Industrial

1.295.000.000,00

Program Pengawasan Ketenagakerjaan

2.806.671.642,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

31.333.509.907,00

4. Memperkuat Pembangunan Sumber
Daya Manusia (SDM) Sains Teknologi
Pendidikan Kesehatan Prestasi Olahraga
Kesetaraan Gender serta Penguatan
Peran Perempuan Pemuda dan
Penyandang Disabilitas

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

78.433.005.506,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan

35.396.493.488,00

Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan
Makanan Minuman

450.000.000,00
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Prioritas
Nasional

Program RKPD yang Mendukung Pencapaian
Prioritas Nasional

Pagu Indikatif

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan

2.007.877.061,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

339.272.963.579,00

Program Pengendalian Penduduk

505.801.539,00

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

4.717.600.000,00

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan
Keluarga Sejahtera (KS)

1.003.465.671,00

Program Pengelolaan Pendidikan

275.608.641.810,00

Program Pengembangan Kurikulum

1.571.335.362,00

Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

500.000.000,00

Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

576.826.363,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

589.923.801.438,00

Program Pengarusutamaan Gender Dan
Pemberdayaan Perempuan

5.389.030.069,00

Program Perlindungan Perempuan

1.793.221.407,00

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

2.670.851.939,00

Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan
Anak

521.160.308,00

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1.014.870.242,00

Program Perlindungan Khusus Anak

1.160.458.023,00

Program Pengarusutamaan Gender Dan
Pemberdayaan Perempuan

5.389.030.069,00

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan

2.445.000.000,00
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Prioritas
Nasional

Program RKPD yang Mendukung Pencapaian
Prioritas Nasional

Pagu Indikatif

Program Pengembangan Daya Saing
Keolahragaan

29.250.000.000,00

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

1.200.000.000,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

18.584.212.582,00

Program Pengembangan Kebudayaan

12.548.743.377,00

Program Pengembangan Kesenian Tradisional

5.564.661.144,00

Program Pembinaan Sejarah

493.436.888,00

Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar
Budaya

2.262.425.363,00

Program Pengelolaan Permuseuman

570.045.013,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

13.140.188.051,00

Program Pengembangan Kebudayaan

12.548.743.377,00

Program Pengembangan Kesenian Tradisional

5.564.661.144,00

5. Melanjutkan Hilirisasi dan
Mengembangkan Industri Berbasis
Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan
Nilai Tambah di Dalam Negeri

Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

6.449.996.900,00

Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara

2.000.000.000,00

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

9.548.372.359,00

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

15.823.474.898,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

13.517.449.678,00

Program Perencanaan Dan Pembangunan
Industri

6.000.000.000,00

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri
Nasional

1.000.000.000,00

Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

1.000.000.000,00
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Prioritas
Nasional

Program RKPD yang Mendukung Pencapaian
Prioritas Nasional

Pagu Indikatif

Program Peningkatan Sarana Distribusi
Perdagangan

5.000.000.000,00

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan
Pokok Dan Barang Penting

5.000.000.000,00

Program Pengembangan Ekspor

3.000.000.000,00

Program Standardisasi Dan Perlindungan
Konsumen

2.148.861.517,00

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

1.500.000.000,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

16.678.772.849,00

Program Pengelolaan Kelautan Pesisir Dan Pulau-
Pulau Kecil

6.647.507.205,00

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

25.796.372.755,00

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

16.284.889.169,00

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan
Perikanan

6.353.194.741,00

Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil
Perikanan

3.578.387.429,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

42.135.144.422,00

Program Perencanaan Lingkungan Hidup

6.309.469.978,00

Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau
Kerusakan Lingkungan Hidup

554.859.756,00

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
(Kehati)

591.327.899,00
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Prioritas
Nasional

Program RKPD yang Mendukung Pencapaian
Prioritas Nasional

Pagu Indikatif

Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan
Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan
Beracun (Limbah B3)

845.756.090,00

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap
Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

315.363.626,00

Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk
Masyarakat

359.823.824,00

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk
Masyarakat

342.576.861,00

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan
Hidup

237.475.201,00

Program Pengelolaan Persampahan

4.990.000.000,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

31.797.512.393,00

Program Pengelolaan Hutan

1.527.782.030,00

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
Dan Ekosistemnya

300.000.000,00

Program Pendidikan Dan Pelatihan Penyuluhan
Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang
Kehutanan

1.195.387.819,00

Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

302.743.887,00

Program Pengelolaan Hutan

1.527.782.030,00

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana
Pertanian

17.509.032.441,00

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner

1.071.961.217,00
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Prioritas
Nasional

Program RKPD yang Mendukung Pencapaian
Prioritas Nasional

Pagu Indikatif

Program Pengendalian Dan Penanggulangan
Bencana Pertanian

581.529.386,00

Program Penyuluhan Pertanian

1.828.550.612,00

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana
Pertanian

17.509.032.441,00

6. Membangun dari Desa dan dari
Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi
Pemerataan Ekonomi dan
Pemberantasan Kemiskinan

Program Penataan Desa

220.000.000,00

Program Peningkatan Kerja Sama Desa

346.600.000,00

Program Administrasi Pemerintahan Desa

1.950.000.000,00

Program Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat
Hukum Adat

27.646.000.000,00

Program Pemberdayaan Sosial

1.584.498.555,00

Program Penanganan Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan

500.000.000,00

Program Rehabilitasi Sosial

4.810.253.648,00

Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

17.659.224.471,00

Program Penanganan Bencana

1.391.614.032,00

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

1.462.480.000,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

12.777.646.599,00

7. Memperkuat Reformasi Politik Hukum
dan Birokrasi serta Memperkuat
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Narkoba Judi dan Penyelundupan

Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi
Publik

16.744.217.131,00

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

4.943.293.082,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

14.122.637.042,00

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

319.647.647,00
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Prioritas
Nasional

Program RKPD yang Mendukung Pencapaian
Prioritas Nasional

Pagu Indikatif

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk
Pengamanan Informasi

420.934.048,00

Program Penataan Organisasi

2.118.546.545,00

Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah

3.308.872.152,00

Program Kesejahteraan Rakyat

166.186.720.139,00

Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum

3.163.137.990,00

Program Perekonomian Dan Pembangunan

2.141.943.677,00

Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan
Barang Dan Jasa

2.165.715.206,00

Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

1.163.296.262,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

304.246.119.614,00

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan
Fungsi Dprd

69.434.074.648,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

75.787.439.711,00

Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

7.592.736.661,00

Program Koordinasi Dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah

6.525.952.007,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

34.372.138.582,00

Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

1.450.000.000,00

Program Pelayanan Penghubung

8.930.335.973,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

12.084.292.584,00

Program Pendaftaran Penduduk

572.955.900,00
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Prioritas
Nasional

Program RKPD yang Mendukung Pencapaian
Prioritas Nasional

Pagu Indikatif

Program Pencatatan Sipil

492.000.000,00

Program Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan

4.590.272.267,00

Program Pengelolaan Profil Kependudukan

50.000.000,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

14.241.957.618,00

Program Pengelolaan Arsip

1.203.408.376,00

Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

1.394.061.706,00

Program Perizinan Penggunaan Arsip

335.629.905,00

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

355.198.485.196,00

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.950.000.000,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

57.052.243.643,00

Program Penyelenggaraan Pengawasan

3.826.557.984,00

Program Perumusan Kebijakan Pendampingan
Dan Asistensi

1.684.959.244,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

38.389.729.083,00

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

859.823.824,00

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

19.049.643.606,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

123.272.886.377,00

Program Kepegawaian Daerah

2.590.000.000,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

17.975.587.476,00

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

4.503.258.764,00
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Prioritas
Nasional

Program RKPD yang Mendukung Pencapaian
Prioritas Nasional

Pagu Indikatif

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

15.514.514.111,00

Program Penanggulangan Bencana

11.016.319.564,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

10.591.459.285,00

Program Peningkatan Ketenteraman Dan
Ketertiban Umum

7.296.000.000,00

Program Pencegahan Penanggulangan
Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non
Kebakaran

3.690.000.000,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

25.818.869.720,00

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan
yang Harmonis dengan Lingkungan Alam
dan Budaya serta Peningkatan Toleransi
Antarumat Beragama untuk Mencapai
Masyarakat yang Adil dan

Makmur.

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

7.698.939.140,00

Program Pembinaan Dan Pengembangan
Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya

2.645.000.000,00

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan
Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan
Konflik Sosial

18.098.370.565,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

15.493.191.851,00

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2025 tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.
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Tabel 3.2

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No Prioritas Pembz.lngunan Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
Provinsi
1 2 3 4 5 6
1 [object Object]

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan

Dinas Kesehatan

92.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA

Persentase desa yang difasilitasi kerjasama

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 0,00
Desa, Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Persentase Desa yang difasilitasi kerjasama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 0,00

Desa, Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM

ADAT

Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi
aktif dalam perencanaan desa/ kelurahan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

0,00

Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna)
yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

0,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
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No

Prioritas Pembangunan
Provinsi

Program

Indikator Kinerja

SKPD Pelaksana

Pagu

2

3

4

5

6

Persentase capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan
Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dan Urusan Pemerintahan Bidang

Persandian
[ Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00
Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan
‘ Dinas Pariwisata 0,00
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase capaian hasil Evaluasi RKPD
Badan Perencanaan, Penelitian dan 0,00
Pengembangan Daerah
Persentase konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD
Badan Perencanaan, Penelitian dan 0,00
Pengembangan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA
Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
Badan Perencanaan, Penelitian dan 0,00

Pengembangan Daerah

Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA
Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Badan Perencanaan, Penelitian dan 0,00
Pengembangan Daerah
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan
Badan Perencanaan, Penelitian dan 0,00
Pengembangan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan
Badan Perencanaan, Penelitian dan 0,00

Pengembangan Daerah




No Beinsitps Pemba?ngu nan Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
Provinsi
1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan

| Badan Pendapatan Daerah | 133.775.000,00
Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan
[ Badan Pendapatan Daerah ] 187.344.400,00

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah

[ Badan Pendapatan Daerah | 42.810.000,00
Peningkatan pelayanan prima
| Badan Pendapatan Daerah |  42.810.000,00
Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda
‘ Badan Pendapatan Daerah l 42.810.000,00
Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih
I Badan Pendapatan Daerah ] 42.810.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
[ Badan Pendapatan Daerah ] 0,00
Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan
l Badan Pendapatan Daerah ] 0,00
Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD
[ Badan Pendapatan Daerah I 0,00
Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan
Satuan Polisi Pamong Praja dan 240.000.000,00

Penanggulangan Kebakaran

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

( UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau | 0,00
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
[ UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau [ 0,00

Persentase calon Tenaga kerja mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru




No Priorita;rl:;!il;llbs:;ngunan Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
1 2 3 4 5 6
UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau 0,00
Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
‘ UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau | 0,00
Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru
[ UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau | 0,00
Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja
| UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau | 0,00
Persentase Lulusan Pelatihan yang di terima Kerja
‘ UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau I 0,00
2 | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
(GERMAS)
UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP) l 65.000.000,00
3 | Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun
Dinas Perumahan dan Kawasan 0,00
Permukiman
Pengurangan Luas Kawasan Kumuh
Dinas Perumahan dan Kawasan 0,00
Permukiman
4 | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan 0,00

Permukiman

Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor
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No FOorihs et Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
Provinsi
1 2 3 4 5 6
Dinas Perhubungan 0,00

Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor

] Dinas Perhubungan | 0,00

Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Perhubungan

l Dinas Perhubungan | 0,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi
Perangkat Daerah

}Dinas Komunikasi dan Informatika ] 67.395.324,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan
Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dan Urusan Pemerintahan Bidang
Persandian

E)inas Komunikasi dan Informatika l 0,00

Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

' Dinas Kelautan dan Perikanan | 0,00

Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.
Kepri

’ Dinas Kelautan dan Perikanan | 0,00

Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor

‘ Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 0,00

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD

l Sekretariat DPRD ] 0,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi (Dengan
Satuan:Persentase).
2. Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)

| Sekretariat DPRD | 0,00

{ 30}




No Friarizas Pembs'mgunan Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
Provinsi
1 2 3 4 5 6

1. Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi (Dengan
Satuan:Persentase).
2. Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persentase)

[ Sekretariat DPRD ] 20.000.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dari APH yang di limpahkan ke APIP

| Inspektorat | 100.000.000,00
Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

| Inspektorat | 100.000.000,00
Persentase Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan

| Inspektorat | 100.000.000,00
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK

| Inspektorat | 100.000.000,00

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP KPK

| Inspektorat | 415.686.000,00
Jumlah Perangkat Daerah yang memenubhi kriteria ZI

| Inspektorat | 385.000.000,00
Persentase Pelaporan LHKAN/SPT Tahunan Tepat Waktu

| Inspektorat | 415.686.000,00
Persentase Pelaporan LHKPN Tepat Waktu

| Inspektorat | 385.000.000,00
Persentase Perangkat Daerah yang didampingi dalam penerapan manajemen risiko

| Inspektorat | 385.000.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan

| Inspektorat | 12.000.000,00

Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga fungsional pengawasan
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No Prioitas Fombaagungs Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
Provinsi
1 2 3 4 5 6
Inspektorat 12.000.000,00
Persentase SDM Pengawasan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi
Inspektorat 12.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya
Satuan Polisi Pamong Praja dan 0,00
Penanggulangan Kebakaran
Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
Satuan Polisi Pamong Praja dan 0,00
Penanggulangan Kebakaran
Persentase perda dan/atau perkada yang ditegakkan
Satuan Polisi Pamong Praja dan 0,00
Penanggulangan Kebakaran
Persentase SDM aparatur satpol PP yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
Satuan Polisi Pamong Praja dan 0,00
Penanggulangan Kebakaran
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindaklanjutnya
Satuan Polisi Pamong Praja dan 0,00
Penanggulangan Kebakaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan
Satuan Polisi Pamong Praja dan 0,00
Penanggulangan Kebakaran
Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
UPT Penyelenggaraan Pelabuhan 276.107.616,00
Wilayah I Kota Batam
5 Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL




Prioritas Pembangunan

No Brovinai Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
1 2 3 4 5 6
Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum sesuai regulasi
‘ Dinas Kelautan dan Perikanan | 0,00
Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimun sesuai regulasi
‘ Dinas Kelautan dan Perikanan | 0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
| Dinas Kelautan dan Perikanan ] 0,00
Nilai Tukar Nelayan (NTN)
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 0,00
Nilai Tukar Nelayan/NTN
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
] Dinas Kelautan dan Perikanan l 0,00
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
[ Dinas Kelautan dan Perikanan I 0,00
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan
perikanan yang diselesaikan
l Dinas Kelautan dan Perikanan ! 0,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Angka Konsumsi Ikan (AKI)
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 0,00
Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan
‘ Dinas Kelautan dan Perikanan I 0,00
Nilai Ekspor Olahan hasil Perikanan
] 0,00

] Dinas Kelautan dan Perikanan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

(a3 |




No Pripritas Fombengunan Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
Provinsi
1 2 3 4 5 6
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
‘ Dinas Kelautan dan Perikanan | 0,00

Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.
Kepri

lDinas Kelautan dan Perikanan [ 0,00

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang
dikembangkan

{ Dinas Pariwisata | 0,00

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

{ Dinas Pariwisata ] 250.000.000,00
Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara
\ Dinas Pariwisata | 250.000.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan

[ Dinas Pariwisata [ 0,00

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan.

[ Dinas Pariwisata | 0,00

PROGRAM PENIN

GKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

‘ Dinas Perindustrian dan Perdagangan [ 0,00

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING

Fluktuasi Harga Bahan Pokok

lDinas Perindustrian dan Perdagangan I 170.000.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR




No Friaritey Pembgngunan Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
Provinsi
1 2 3 4 5 6

Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri

[ Dinas Perindustrian dan Perdagangan ]

0,00

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan

‘ Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

40.000.000,00

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Kontibusi Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB

] Dinas Perindustrian dan Perdagangan ] 3.250.000.000,00

PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri

L Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

0,00

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Jumlah Dokumen Pengendalian Izin Usaha Industri

| Dinas Perindustrian dan Perdagangan l

100.000.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Jumlah Dokumen informasi industri secara lengkap dan terkini

I Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

200.000.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah

| UPT PPD Batam Centre ] 3.000.000,00
Peningkatan pelayanan prima

| UPT PPD Batam Centre | 3.000.000,00
Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda

| UPT PPD Batam Centre ] 3.000.000,00
Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih

| UPT PPD Batam Centre | 3.000.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL




Prioritas Pembangunan

No Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
1 2 3 4 5 6
Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (sesuai Perdirjen PRL NOMOR 281 KEP-

DJPRL I 2020)

Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Anambas

0,00

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Anambas

0,00

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Anambas

0,00

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Anambas

0,00

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan

perikanan yang diselesaikan

Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Anambas

0,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.

Kepri
Cabang Dinas Kelautan dan 0,00
Perikanan Anambas
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (sesuai Perdirjen PRL NOMOR 281 KEP-
DJPRL I 2020)
Cabang Dinas Kelautan dan 0,00

Perikanan Natuna

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
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Prioritas Pembangunan
Provinsi

Program

Indikator Kinerja

SKPD Pelaksana

Pagu

2

3

4

5

Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Natuna

0,00

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Natuna

0,00

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Natuna

0,00

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan

perikanan yang diselesaikan

Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Natuna

0,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.

Kepri
Cabang Dinas Kelautan dan 0,00
Perikanan Natuna
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum
Cabang Dinas Kelautan dan 0,00
Perikanan Lingga
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Cabang Dinas Kelautan dan 0,00
Perikanan Lingga
Nilai Tukar Nelayan/NTN
Cabang Dinas Kelautan dan 0,00

Perikanan Lingga

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
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Prioritas Pembangunan
Provinsi

Program

Indikator Kinerja

SKPD Pelaksana

Pagu

2

3

4

5

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Lingga

0,00

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Lingga

0,00

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan

perikanan yang diselesaikan

Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Lingga

0,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.

Kepri
Cabang Dinas Kelautan dan 0,00
Perikanan Lingga
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum
Cabang Dinas Kelautan dan 0,00
Perikanan Karimun
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Cabang Dinas Kelautan dan 0,00
Perikanan Karimun
Nilai Tukar Nelayan/NTN
Cabang Dinas Kelautan dan 0,00
Perikanan Karimun
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Cabang Dinas Kelautan dan 0,00

Perikanan Karimun
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Provinsi

Program Indikator Kinerja

SKPD Pelaksana

Pagu
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Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Karimun

0,00

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

perikanan yang diselesaikan

Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan

Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Karimun

0,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.

Kepri
Cabang Dinas Kelautan dan 0,00
Perikanan Karimun
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum
Cabang Dinas Kelautan dan 0,00
Perikanan Batam
Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimun sesuai regulasi
Cabang Dinas Kelautan dan 0,00
Perikanan Batam
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Cabang Dinas Kelautan dan 0,00
Perikanan Batam
Nilai Tukar Nelayan (NTN)
Cabang Dinas Kelautan dan 0,00

Perikanan Batam

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Batam

77.229.120,00
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No s Pemba‘ngunan Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
Provinsi
1 2 3 4 5 6
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
Cabang Dinas Kelautan dan 77.229.120,00
Perikanan Batam

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan
perikanan yang diselesaikan

Cabang Dinas Kelautan dan 0,00
Perikanan Batam

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.
Kepri

Cabang Dinas Kelautan dan 0,00
Perikanan Batam

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

[ UPTD Balai Benih Ikan | 0,00
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTP4i)
J UPTD Balai Benih Ikan | 0,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.
Kepri

] UPTD Balai Benih Ikan ] 0,00

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan

UPTD Balai Pengujian Mutu dan 0,00
Pengembangan Produk Kelautan dan
Perikanan (BPMP2KP)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.
Kepri

—{ 40 }




No Priavitas Pemba.ngunan Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
Provinsi
1 2 3 4 5 6
UPTD Balai Pengujian Mutu dan 0,00

Pengembangan Produk Kelautan dan
Perikanan (BPMP2KP)

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

| UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau | 1.267.158.000,00

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

\ UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau [ 1.267.158.000,00

Persentase calon Tenaga kerja mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru

J UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau | 1.267.158.000,00

Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

| UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau | 1.267.158.000,00

Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru

| UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau | 1.267.158.000,00

Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja

| UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau ] 1.267.158.000,00

Persentase Lulusan Pelatihan yang di terima Kerja

| UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau l 1.267.158.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

UPTD Balai Pelabuhan Perikanan 0,00
Pantai

Nilai Tukar Nelayan/NTN
UPTD Balai Pelabuhan Perikanan 0,00
Pantai

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.
Kepri

UPTD Balai Pelabuhan Perikanan 0,00
Pantai
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No Erivoitue Fedalurgrsian Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
Provinsi
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan UPTPP Wilayah I Kota Batam
UPT Penyelenggaraan Pelabuhan 60.181.700,00
Wilayah I Kota Batam

Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan UPTPP Wilayah II Kab. Karimun
UPT Penyelenggaraan Pelabuhan 60.000.000,00
Wilayah II Kabupaten Karimun

Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah III Kota Tanjungpinang

dan Kab. Bintan
UPT Penyelenggaraan Pelabuhan 79.941.840,00
Wilayah III Kota Tanjungpinang dan
Kabupaten Bintan

Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah IV Kab. Natuna dan Kab.

Kep. Anambas
UPT Penyelenggaraan Pelabuhan 120.000.000,00
Wilayah IV Kabupaten Natuna dan
Kabupaten Kepualauan Anambas

Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah V Kab. Lingga
UPT Penyelenggaraan Pelabuhan 109.886.337,00
Wilayah V Kabupaten Lingga

6 Pembangunan Infrastruktur Wilayah

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan

0,00

Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan

0,00

Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang

Sudah Ada

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan

0,00
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Prioritas Pembangunan
Provinsi

Program

Indikator Kinerja

SKPD Pelaksana

Pagu

2

3

4

5

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan

0,00

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Cakupan Pelayanan Air Limbah

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan

0,00

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Cakupan Pelayanan Drainase

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan

0,00

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Persentase Penataan Bangunan gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan

0,00

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi

dan Lintas Daerah Kabupaten

Kota

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan

0,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Persentase Jalan Kondisi Mantap

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan

0,00

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan
Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan

0,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG




No

Prioritas Pembangunan
Provinsi

Program

Indikator Kinerja

SKPD Pelaksana

Pagu

2

3

4

5

Persentase Proses Revisi RTRW Provinsi dan Ditetapkan/Perda

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan

0,00

PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi (%)

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan

0,00

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH

ABSENTEE

Jumlah Fasilitasi Redistribusi Tanah Reforma Agraria Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan

0,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 0,00
Ruang dan Pertanahan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni
Dinas Perumahan dan Kawasan 0,00
Permukiman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun
Dinas Perumahan dan Kawasan 0,00
Permukiman
Pengurangan Luas Kawasan Kumuh
Dinas Perumahan dan Kawasan 0,00

Permukiman

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Jumlah Lokasi Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Umum Yang Tersedia Di Kabupaten/Kota

Sy,




No Priotitas Pontbangunan Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
Provinsi
1 2 3 4 5 6
Dinas Perumahan dan Kawasan 0,00
Permukiman

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Persentase layanan angkutan darat

[ Dinas Perhubungan I 0,00

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Persentase layanan prasarana angkutan perairan

| Dinas Perhubungan [ 18.345.600,00
Persentase layanan sarana angkutan perairan
| Dinas Perhubungan | 18.345.600,00

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui
kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi

Binas Komunikasi dan Informatika | 0,00

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet
yang disediakan oleh Dinas Kominfo

‘ Dinas Komunikasi dan Informatika | 0,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan
evaluasi pembangunan daerah

‘ Dinas Komunikasi dan Informatika l 0,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi
Perangkat Daerah

’ Dinas Komunikasi dan Informatika | 0,00

PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN

Persentase daerah aliran sungai yang memiliki potensi cekungan air tanah dalam
wilayah kabupaten/kota
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Mineral

Dinas Energi dan Sumber Daya

0,00

PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di

Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Energi dan Sumber Daya 0,00
Mineral

Persentase pelaku usaha yang taat terhadap kewajiban administrasi dan teknis
Dinas Energi dan Sumber Daya 0,00

Mineral

PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN

Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi

(Energy Mixed)

Mineral

Dinas Energi dan Sumber Daya

0,00

PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

Persentase Pemegang Izin Usaha ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha

Sesuai Ketentuan

Mineral

Dinas Energi dan Sumber Daya

0,00

Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik

Mineral

Dinas Energi dan Sumber Daya

14.849.000,00

Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga

Mineral

Dinas Energi dan Sumber Daya

14.849.000,00

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi

dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

UPTD PENGELOLAAN DAN
PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

0,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
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No R Pemba?ngu . Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
Provinsi
1 2 3 4 5 6
Persentase Jalan Kondisi Mantap
UPTD PENGELOLAAN DAN 0,00
PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan
UPTD PENGELOLAAN DAN 0,00
PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN
‘ Badan Pengelola Perbatasan Daerah l 40.000.000,00
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Inventarisasi Kewilayahan
Perbatasan yang Terealisasi
‘ Badan Pengelola Perbatasan Daerah I 40.000.000,00
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Badan Pengelola Perbatasan Daerah ] 50.000.000,00
Persentase Program Kegiatan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama
Perbatasan yang Terealisasi
‘ Badan Pengelola Perbatasan Daerah l 40.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan
LBadan Pengelola Perbatasan Daerah | 0,00
7 Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase Lembaga/Orsos Penyelenggara Pemberdayaan Sosial yang mendapat
Pembinaan, Bantuan, dan/atau Fasilitasi

[ Dinas Sosial | 0,00

Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang mendapat Pembinaan,
Pelatihan, dan/atau Fasilitasi

] Dinas Sosial [ 0,00

PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
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No Prioritas Pembangunan Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
Provinsi
1 2 3 4 ) 6

Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan
Pelayanan Sosial

1 Dinas Sosial | 0,00

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di
Dalam Panti

| Dinas Sosial | 9.999.645,00

Persentase Gelandangan Dan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial di Dalam Panti

| Dinas Sosial | 0,00

Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di
Dalam Panti

| Dinas Sosial [ 0,00

Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial di Dalam Panti

[ Dinas Sosial ] 7.807.962,00

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS
dan Napza, yang mendapatkan Rehabilitasi
Sosial di Dalam Panti

[ Dinas Sosial | 54.999.442,00

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Persentase Kab/Kota yang aktif melakukan Pemutakhiran Data Terpadu

| Dinas Sosial | 674.699.808,00
Persentase Keluarga Miskin yang menerima Bantuan Ekonomi Produktif
| Dinas Sosial | 674.699.808,00

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Provinsi yang menerima Bantuan
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

| Dinas Sosial | 34.999.119,00

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN




No Prioritas Pembangunan Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
Provinsi
1 2 3 4 2 ¢

Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola

| Dinas Sosial 0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan
] Dinas Sosial 0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK
| Dinas Pendidikan 0,00
Angka partisipasi kasar (APK) SLB
| Dinas Pendidikan 0,00
Angka partisipasi kasar (APK) SLB (Dengan Satuan:%)
| Dinas Pendidikan 0,00
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
| Dinas Pendidikan 0,00
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK (Dengan Satuan:%)
| Dinas Pendidikan 0,00
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK (Dengan Satuan:%)
| Dinas Pendidikan 0,00
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK
l Dinas Pendidikan 0,00
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK
| Dinas Pendidikan 0,00
Angka Partispasi Sekolah (APS ) SMA/SMK (Dengan Satuan:%)
| Dinas Pendidikan 0,00
Angka Putus Sekolah SMA/SMK
0,00

] Dinas Pendidikan

Angka Putus Sekolah SMA/SMK (Dengan Satuan:%)




No Pnonta;rl:::ir:lbsai.ngunan Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
1 2 3 4 5 6
Dinas Pendidikan 0,00
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah
| Dinas Pendidikan | 0,00
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah
(Dengan Satuan:Ratio)
| Dinas Pendidikan | 0,00
Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik
| Dinas Pendidikan | 0,00
Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)
| Dinas Pendidikan | 0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
Jumlah SMK yang Terevitalisasi
l Dinas Pendidikan l 0,00
Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum
| Dinas Pendidikan | 0,00
Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum
; 0,00

l Dinas Pendidikan

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah

| Dinas Pendidikan

|

100.000.000,00

PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN

Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin

u)inas Pendidikan | 0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan

| 5.000.000,00

Binas Pendidikan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)
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No Feipeites Pombhngnnan Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
Provinsi
1 2 3 4 5 6
Dinas Kesehatan 0,00
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup
l Dinas Kesehatan l 0,00
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (Per 1.000 KH)
Jl)inas Kesehatan | 0,00
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup
uDinas Kesehatan ] 0,00
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (Per 100.000 KH)
]i)inas Kesehatan l 0,00
Capaian ODHA yang mendapatkan ARV
] Dinas Kesehatan l 0,00
Capaian ODHA yang mendapatkan ARV (Persentase)
| Dinas Kesehatan | 0,00
Eliminasi malaria (kabupaten/kota)
[ Dinas Kesehatan 1 0,00
Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib
; Dinas Kesehatan l 0,00
Indeks Kepuasan Masyarakat RSKJKO Engku Haji Daud
] Dinas Kesehatan | 0,00
Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80%
Puskesmas
u)inas Kesehatan | 0,00
Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80%
Puskesmas (Persentase)
| Dinas Kesehatan | 0,00
Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS)
l Dinas Kesehatan I 0,00

Persentase Instalasi Farmasi Sesuai Standar (Skor Minimal 80)

ol
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No Frioritas Pemnwrepm Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
Provinsi
1 2 3 4 5 6
Dinas Kesehatan 0,00

Persentase Kab/Kota yang melakukan Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM di atas >=80%
Puskesmas

I Dinas Kesehatan | 0,00

Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
(GERMAS) (Persentase)

‘ Dinas Kesehatan | 0,00
Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional /KIS

‘ Dinas Kesehatan l 0,00
Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional /KIS (Persentase)

| Dinas Kesehatan | 0,00
Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial

LDinas Kesehatan l 0,00
Persentase Puskesmas Terakreditasi

Binas Kesehatan | 0,00
Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

| Dinas Kesehatan | 0,00
Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (Persentase)

\ Dinas Kesehatan l 0,00

Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan
layanan kesehatan

| Dinas Kesehatan | 0,00

Persentase Warga Negara yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana Provinsi yang Mendapatkan
Layanan Kesehatan

l Dinas Kesehatan ] 0,00
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
[ Dinas Kesehatan ] 0,00

Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita. (Persentase)




No Priontals;rl:::ix;bsai\ngunan Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
1 2 3 4 5 6
Dinas Kesehatan 0,00

Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib

l Dinas Kesehatan l 0,00
Status Akreditasi RSKJKO Engku Haji Daud

l Dinas Kesehatan l 0,00
Status Akreditas RSUD Raja Ahmad Tabib
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